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ABSTRAK 
 

PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia merupakan perusahaan pengembang 
perumahan yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pengembang 
perumahan ini menawarkan rumah subsidi dengan uang muka murah kepada 
konsumen perumahan. Sekitar 15 orang yang sudah melakukan perjanjian jual-beli 
terhadap PT. CKBI dengan menyerahkan uang sekitar Rp 12.000.000,-. Perjanjian 
antara PT. CKBI dengan para konsumen ini dibuat secara tertulis. Pihak 
pengembang berjanji akan menyerahkan rumah dalam kurun waktu 24 bulan namun 
nyatanya sudah lewat 24 bulan tidak kunjung serah terima kunci karena rumah 
belum selesai. Penelitian ini akan membahas mengenai apakah surat perjanjian jual-
beli rumah subsidi tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana tanggung 
jawab atas wanprestasi terhadap konsumen. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode penelitian lapangan 
dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan adalah preskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun 
menggunakan metode wawancraa dan kepustakaan yaitu dengan mencari jurnal, 
sumber hukum, dan buku yang berkaitan dengan topik yang kemudian 
diaplikasikan untuk menganilisa pelaksanaan perjanjian. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan surat perjanjian jual beli 
perumahan subsidi yang dilakukan PT. CKBI dengan konsumen belum memenuhi 
kriteria asas-asas perjanjian karena kurangnya pasal yang menjamin kepastian 
hukum. Perihal hak konsumen untuk mendapatkan barang, informasi mengenai 
kondisi barang, dan ganti rugi masih belum terpenuhi dari pihak pengembang. 
Demikian juga kewajiban pengembang yang merupakan antinomi dalam hukum 
tidak terpenuhi. Tanggung jawab wanprestasi dengan bentuk pengembalian uang 
(tidak utuh) oleh PT. CKBI merupakan bentuk tanggung jawab sesuai dengan 
kesepakatan meskipun setelah mediasi terdapat 10 orang yang tidak terpenuhi dan 
5 orang yang tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut. 

 

Kata kunci: perjanjian, tanggung jawab, asas-asas perjanjian. 
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ABSTRACT 
 

PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia is a housing developer of property 
company that located in Bantul Regency, Yogyakarta. This developer offers 
subsidized housing with low down payments to the housing clients. About 15 
clients has already made sale and purchase agreements towards PT. CKBI by giving 
money (the down payments) around Rp 12.000.000,-. The agreements between PT. 
CKBI with the clients is written as a contract. The developer promised will be hand 
over the houses within 24 months but in fact it is already passed over 24 months 
and the houses are never handed over to the clients because the construction of the 
houses hasn’t yet been completed. This research will discuss wheter the sale and 
purchase agreement letters of subsidized housing is already appropriate with the 
Indonesia Civil Code and Law of Consumer Care, also the responsibility for default 
towards consumer.  

The type of this research is using method of field research with normative 
juridical approach. While the method of data analysis that used is analytical 
prescriptive. In the method of data collection the writer is doing interview and 
literature research by journals, source of law, and books that related to the topic 
which then applied to analyzing the implementation of the Agreements. 

The analysis results show that the implementation of the sale and purchase 
agreement letters of subsidized housing from PT. CKBI with the clients are doesn’t 
yet fulfilled the criteria of principle of agreement because its lack of article that 
guarantee legal certainty. In terms of consumers rights to obtain goods, get 
information about the condition of goods, and compensation hasn’t been fulfilled 
from the developer. Also the obligations of developer that are antinomic in law are 
not fulfilled. Regarding the responsibility for default with money refund 
(incomplete) from PT. CKBI is also form of responsibility in accordance with the 
agreement eventhough after mediation there are 10 people left that still not fulfilled 
and 5 people that didn’t take further legal remedies. 

 

Keywords: agreement, responsibility, agreement principles. 

  



 

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama : Rifa Presiria 

 NIM : 15340051 

 Prodi : Ilmu Hukum 

 Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis 

Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi di PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen” adalah benar hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali 

pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di 

kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau plagiasi maka saya siap ditindak 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

   Yogyakarta, 31 Juli 2019 

    Yang menyatakan, 

 

    Rifa Presiria 
    NIM. 15340051 



 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  FM-UINSK-BM-05-03 / RO 
 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

Hal : Skripsi Saudari Rifa Presiria 

Kepada Yth., 
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Yogyakarta 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat 
bahwa skripsi Saudara: 

 Nama : Rifa Presiria 
 NIM : 15340051 

 Judul skripsi : Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi di 
PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia Berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen 

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas 
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

Yogyakarta, 31        Juli      2019 M. 
 28 Dzulqaidah 1440 H. 

                 Pembimbing, 

 

 

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. 
   NIP. 19790719 200801 1 012 

  



 

vi 
 

 

 

 

MOTTO 
 

 

“Prove yourself to yourself, not others.” 

 

“It’s better to be real than to be perfect.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Rumah adalah bangunan yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.1  

Rumah sebagai tempat bernaung harus memenuhi kebutuhan ruang akan 

kegiatan bagi penghuninya. Terdapat beberapa ruang pokok yang ada pada sebuah 

rumah, yaitu ruang tidur, ruang belajar atau ruang kerja, ruang keluarga, ruang 

services seperti dapur, dan teras atau ruang tamu. Makna yang terkandung didalam 

kebutuhan ruang-ruang tersebut mencerminkan bahwa rumah adalah tempat untuk 

istirahat, tempat untuk mengembangkan diri guna meningkatkan mutu kehidupan, 

rumah sebagai tempat sosialisasi utamanya dengan keluarga, rumah sebagai tempat 

menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani serta rumah sebagai tempat bernaung. 

Namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan 

memiliki rumah yang layak, sehat, aman, dan serasi. Oleh karena itu, upaya 

pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan 

                                                           

1 Pasal 1 angka 1 
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jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga terjangkau.2 Perumahan 

adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun 

perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai 

hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.3 

Mengingat kebutuhan akan rumah layak huni makin banyak terlebih untuk 

mereka yang menginginkan rumah dengan harga yang murah, salah satu pihak yang 

ikut andil dalam usaha pemenuhan tersebut adalah developer/pengembang 

perumahan. Disisi lain dengan munculnya banyak pengembang perumahan tersebut, 

tak khayal jika kedepannya ada resiko timbulnya permasalahan yang dapat 

merugikan konsumen. 

Banyaknya kasus dalam industri properti atau perumahan, pada dasarnya 

diawali dengan ketidaksesuaian antara apa yang tercantum dan iklan informasi 

produk, dengan apa yang termuat dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati 

dan ditandatangani oleh konsumen. 4  Hal itulah yang menyebabkan konsumen 

mengeluh dan mengadukan permasalahannya. 

Jenis pengaduan konsumen perumahan, secara umum ada dua kelompok. 

Pertama, pengaduan sebagai akibat telah terjadi pelanggaran hak-hak individual 

konsumen perumahan, seperti mutu bangunan dibawah standar, ukuran luas dan 

lain-lain. Kedua, pengaduan sebagai akibat pelanggaran hak-hak kolektif konsumen 

                                                           
2 Andi Hamzah, Dasar-dasar Hukum Perumahan (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 27. 

3 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman. 

4 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 69. 
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perumahan, seperti tidak dibangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum, 

sertifikasi, rumah fiktif, banjir, dan soal kebenaran klaim/informasi dalam iklan, 

brosur, dan pameran perumahan.5 

Salah satu hak kolektif konsumen dengan adanya izin dan sertifikasi 

merupakan hal paling penting bahkan ketika perumahan masih dalam tahap 

pembangunan. Namun dalam kenyataannya masih ada pengembang yang belum 

mendapat izin akan tetapi sudah melanjutkan dalam tahap pemasaran kepada 

konsumen. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan sengketa jika tidak sesuai 

dengan perjanjian jual beli pada awal kontrak. Salah satunya adalah PT. Cana 

Kusuma Bangsa Indonesia (CKBI) merupakan pengembang perumahan di Bantul 

yang diduga memberikan informasi salah kepada konsumen dengan kedok Fasilitas 

Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP) atau perumahan subsidi. Lembaga 

Ombudsman (LO) DIY menemukan dari pengembang tersebut belum ada izin 

proyek padahal rumah sudah mulai diperjual belikan sejak 2015. Namun dari PT. 

CKBI sendiri memang mengakui bahwa mereka memang menawarkan rumah 

dengan harga murah. 

Dalam perjanjian jual beli perumahan di Kaligawe, Bantul, konsumen akan 

mendapat rumah dalam waktu 24 bulan dengan membayar uang muka awal sebesar 

Rp. 12.000.000,-. Jika dalam kurun waktu tersebut pengembang tak kunjung 

melaksanakan prestasinya maka uang muka/down payment (dp) akan dikembalikan 

dengan potongan sebesar 10%. Nyatanya, pihak pengembang yaitu PT. CKBI 

                                                           
5 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 

41. 



4 
 

 

melakukan wanprestasi karena tidak kunjung mneyerahkan perumahan seperti yang 

dijanjikan.6 

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana 

seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,7 dan 

bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, 

suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. 8  Wanprestasi yang 

dilakukan PT. CKBI tentu saja merugikan konsumen, tidak hanya kerugian berupa 

uang muka yang sudah dibayarkan, namun juga kerugian materiil berupa tidak 

didapatkannya rumah yang sudah diharapkan sejak lama. Oleh karena wanprestasi, 

maka PT. CKBI wajib memberi ganti rugi kepada pihak konsumen dan bertanggung 

jawab atas perbuatannya, mengenai ganti rugi ini sudah banyak diatur didalam 

KUH Perdata. 

Atas dasar permasalahan tersebut maka penyusun menganggap 

permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam lagi dan dijadikan sebuah karya 

tulis yang berupa penelitian. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Rumah Subsidi di 

PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
6 Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Nur Rahmawanti, SH., MH., CPL, CTA selaku staff 

di Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) pada hari Rabu, 20 Februari 2019. 

7 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2009), 
hlm. 339-340. 

8 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 8. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Rumah Subsidi sudah sesuai dengan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen yang dijanjikan oleh PT. CKBI dan 

bentuk tanggung jawab pengembang atas kerugian yang dialami 

konsumen/pembeli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui sejauh mana kesesuaian 

pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Rumah Subsidi yang diberikan PT. CKBI 

sebagai pelaku usaha terhadap konsumen dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

b. Mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak konsumen yang dijanjikan 

oleh PT. CKBI dan bentuk tanggung jawab pengembang atas kerugian yang 

dialami konsumen/pembeli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka penyusun dapat 

mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan terkait pelaksanaan 

tanggung jawab perusahaan PT. CKBI atas terjadinya wanprestasi jual beli 

perumahan di Bantul yaitu: 

a. Secara Teoritis 
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Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wacana 

kelimuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. 

b. Secara Praktis 

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk diri penulis dan semua orang 

yang membacanya serta diharapkan mampu memberikan deskripsi yang 

luas tentang tanggung jawab ganti rugi. 

D. Telaah Pustaka 

Suatu penelitian bisa dikatakan orisinal atau karya asli seorang penulis 

apabila tidak ada plagiasi didalamnya, maka dari itu dibutuhkan telaah pustaka guna 

mengetahui apakah karya penelitian ini belum pernah ditulis sebelumnya. Telaah 

pustaka ini dibuat untuk mneghindari kemungkinan terjadinya kesamaan penelitian 

meskipun ada yang mempunyai tema yang sama tetapi esensi dalam penulisannya 

berbeda. Telaah pustaka ini dilakukan terhadap karya yang ada di UIN Sunan 

Kalijaga maupun di luar UIN Sunan Kalijaga. 

Skripsi Wildan Habibi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan di Kabupaten Sleman” lebih 

menekankan pada masalah yang berkaitan dengan fasos dan fasum saat pengajuan 

izin lokasi pada industri perumahan saat pengembang melakukan pengiklanan dan 

tanggung jawab pengembang akan pemenuhan fasos dan fasum tersebut yang 

mengakibatkan terbengkalainya kepentingan konsumen. Perbedaan dengan 
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penelitian yang dilakukan penulis adalah bentuk tanggung jawab dalam pemberian 

ganti rugi.9 

Skripsi Eni Muslimah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan di PT. Merapi Arsitagraha 

Yogyakarta” mengkaji tentang masalah serifikasi perumahan dan perlindungan 

konsumen yang lebih menekankan dalam pandangan hukum islam. Perbedaan yang 

dilakukan saudara Eni Muslimah dengan penulis penelitian ini adalah subjek 

penelitian dan lokasi penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Lembaga 

Konsumen Yogyakarta dengan subjek penelitian PT. CKBI dan juga pembahasan 

yang berbeda mengenai analisis yuridis bentuk perlindungan hukum ganti rugi.10 

Skripsi Muhammad Nahel Addiva yang berjudul “Tanggung Jawab Pelangi 

Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa” 

mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam bentuk tanggung jawab ganti rugi 

atas terjadinya wanprestasi. Perbedaan penelitian skripsi saudara Muhammad 

Nahel Addiva dengan penulis adalah dalam objek penelitiannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh saudara Muhammad Nahel Addiva mengambil objek Pelangi Foto 

                                                           
9  Wildan Habibi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli 

Perumahan di Kabupaten Sleman” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2017. 

10 Eni Muslimah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelrindungan Konsumen Dalam Jual 
Beli Perumahan di PT. Merapi Arsitagraha Yogyakarta” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2009. 
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sedangkan penulis mengambil PT. CKBI sebagai perusahaan properti 

(perumahan).11 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau 

paradigm yang disusun untuk menganalisis dan memcahkan masalah penelitian 

atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan 

pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam 

satu bangunan teori yang utuh.12 

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

1. Teori Jual Beli 

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata 

jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan 

yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan 

barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.13 

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa 

jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

                                                           
11 Muhammad Nahel Addiva, “Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2017. 

12 Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 4. 

13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 478. 
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dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan.14 

Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan atau 

setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 

sejumlah uang yang disebut harga. Undang-undang membedakan antara “sale” 

dan “agreement to sell”. Sale adalah jual beli dan hak milik atas barang seketika 

berpindah kepada pembeli, misalnya dalam jual beli tunai di toko; sedangkan 

agreement to sell adalah jual beli barang dan pihak-pihak setuju bahwa hak 

milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan 

datang. Undang-undang menerapkan kedua-duanya ini. Kewajiban pihak-pihak 

sebagian besar mengenai isi perjanjian antara pihak-pihak itu sendiri; undang-

undang menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku bagi pihak-

pihak, kecuali jika pihak-pihak menyetujui sebaliknya tetapi dengan beberapa 

pengecualian penting tertentu, pihak-pihak dapat membuat perjanjian apapun 

saja yang mereka anggap sesuai, dan bebas menerapkan atau menyampingkan 

ketentuan-ketentuan undang-undang.15 

2. Teori Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

                                                           
14 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 

2006), hlm. 366. 

15  S.B. Marsh dan J. Soulsby, Hukum Perjanjian (Alih Bahasa oleh Abdulkadir 
Muhammad), cet. ke-4 (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 243-244. 
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suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah 

diwajibkan kepadanya.16 Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat 

atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. 17  Selanjutnya 

menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal 

yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang 

lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 

memberi pertanggungjawabannya.18 

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) 

yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liability). 19  Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan 

mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia 

melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip 

tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi 

                                                           
16 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).  

17 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 
45. 

18 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2010), hlm. 48 

19 Ibid., hlm. 49. 
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melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko 

usahanya. 

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang 

diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum 

perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi 

hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:  

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan 

hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan 

pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang 

bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan 

tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan 

dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan 

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.20 

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUH Perdata 

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali 

                                                           
20 Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2001), hlm. 12. 
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dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam 

hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar 

kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang 

dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas 

dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan 

wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan 

melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang 

bersumber pada hukum.21 

3. Teori Ganti Rugi 

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih 

menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, 

yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian 

pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti kerugian karena tidak dipenuhinya 

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabilah debitur setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus 

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.22 

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi 

akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan 

Melawan Hukum.23 Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada 

                                                           
21  M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung gugat 

(aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1979), hlm. 55. 

22 Subekti, KUH Perdata, cet. ke-34 (Jakarta: PT. AKA, 2004), hlm. 324. 

23  M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet. ke-1 (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1979), hlm. 11. 
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pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang 

sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan 

tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita 

kerugian karenanya.24 

Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak 

kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang 

harus di penuhi oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang 

meliputi: 

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUH 

Perdata).25 

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan 

syarat ”akibat langsung” dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat 

langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat 

diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur 

selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur. 

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 

KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Tetapi menurut Yurisprudensi, Pasal 1250 KUH Perdata 

                                                           
24 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 223. 

 25 Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan 

melawan hukum. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.26 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah field 

research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung 

dengan melakukan wawancara dengan salah satu korban dan menggali info dari 

Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif-analitis, yaitu 

penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan 

yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan 

untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi 

ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.27 

3. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-

normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis-normatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

                                                           
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35. 

27 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 38. 
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sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.28 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yang digunakan peneliti meliputi hasil wawancara langusng 

dengan salah satu korban bernama ibu Yuni. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat, dan 

pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.29 Data sekunder 

yang digunakan adalah hasil informasi dari Lembaga Konsumen 

Yogyakarta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Perjanjian 

Jual-Beli Rumah Subsidi dari PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia serta 

jurnal, skripsi, buku-buku tentang hukum konsumen yang menyangkut ganti 

rugi. 

5. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dianalis melalui tahap analisis 

data. Data yang telah terkumpul diolah dengan memilih topik mana yang 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian dan dimanfaatkan sehingga dapat 

                                                           
28  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat) (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14. 

29 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 
85. 
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dipergunakan dalam pembahasan penelitian. Teknis analisis data yang 

digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis data kualitatif 

karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara 

statistik. Menurut Soerjono Soekanto30, analisis data kualitatif adalah suatu cara 

analisis yang menghasilkan data preskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh respoden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Teknis analisis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data tersebut akan dianalis 

dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari 

masalah yang timbul dalam penelitian ini nantinya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan, maka penyusunan dalam rencana 

penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub-sub bab, 

dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga 

membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum 

ini adalah sebagai berikut. 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                           
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 54.   
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Bab kedua, menjelaskan ketentuan tentang tinjauan umum hukum 

perlindungan konsumen yang meliputi gambaran umum perjanjian pada umumnya, 

perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak, konsep wanprestasi, dan 

tanggung jawab. 

Bab ketiga, memaparkan mengenai konsep tanggung jawab dan ganti rugi 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Bab keempat, analisa mengenai Surat Perjanjian Jual-Beli Rumah Subsidi 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dna Undang-Undang 

Perindungan Konsumen serta tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh 

PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia (CKBI) dengan konsumen. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 

atau rekomendasi bagi semua pihak terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Salah satu persolan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah 

penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian 

tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahya perjanjian 

adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. 

Keempat syarat tersebut erat kaitannya dengan asas-asas perjanjian 

diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas 

kepastian hukum, dan asas iktikad baik. Surat Perjanjian Jual-Beli Rumah 

Subsidi di PT. CKBI menurut hukum masih ada ketidaksesuaian dengan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada hal asas kepastian hukum 

karena surat perjanjian tersebut tidak menjamin kepastian hukum apabila 

terjadi wanprestasi, selain itu proses perizinan proyek tersebut lama 

sehingga menyebabkan waktu pembangunan menjadi terlambat. Hal 

tersebut yang menjadikan wanprestasi masih bisa terjadi karena nyatanya 

PT. CKBI ingkar tidak memenuhi prestasinya untuk menyerahkan rumah 

kepada konsumen. Bentuk ganti rugi yang telah dijabarkan dalam pasal-

pasal 1243 KUH Perdata, tidak berlaku apabila tidak dituangkan dalam 

kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa perjanjian, isi 

perjanjian yang dibuat menyimpangi ketentuan undang-undang yang 
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bersifat opsional dengan mengutamakan kepatutan, seperti pada Surat 

Perjanjian Jual-Beli Rumah Subsidi oleh PT. CKBI tersebut. Perlunya 

konsen dari awal terhadap perjanjian oleh konsumen memang menjadi hal 

yang krusial agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

2. Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen, terdapat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7. 

Hasil analisa masih terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 

yang tidak terlaksana yaitu terkait pasal 4 ayat (2) mengenai hak konsumen 

atas rumah & ayat (8) mengenai hak mendapatkan kompensasi dan ganti 

rugi. Selain itu kewajiban pelaku usaha di Pasal 7 ayat (2) mengenai 

informasi kondisi barang, Pasal 7 ayat (5) mengenai barang yang harus 

diberikan yaitu rumah dan Pasal 7 ayat (7) mengenai ganti rugi yang 

seharusnya diberikan kepada konsumen juga tidak terlaksana. Terkait 

tanggung jawab atas kerugian, pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa 

ketentuan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Surat Perjanjian Jual-

Beli Rumah Subsidi menyebutkan jika serah terima rumah tidak terpenuhi 

maka ada berupa pengembalian uang muka, meskipun tidak utuh, yaitu 

dipotong sebesar Rp 500.000,- sebagai biaya registrasi. Pengembalian uang 

tersebut sudah merupakan bentuk tanggung jawab oleh PT. CKBI terhadap 

konsumen. Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab 
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berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam 

perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (pelaku usaha 

dan konsumen), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian 

tersebut. Secara hukum, pengembalian uang muka tidak utuh merupakan 

tanggung jawab yang sah dari PT. CKBI atas wanprestasi perumahan, 

karena sudah tertuang dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Jual-Beli Rumah 

Subsidi yang sah secara hukum dan berlaku layaknya undang-undang bagi 

para pihak. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

a. Perlu diadakan suatu pengaturan mengenai kualifikasi pengembang 

perumahan baik dari segi keuangan maupun hukum. 

b. Perlu diadakan pengaturan dalam undang-undang tersendiri tentang 

persyaratan untuk melakukan jual-beli perumahan sebelum 

dipublikasikan/diiklankan kepada konsumen. 

c. Perlu rekomendasi dari organisasi pengembang perumahan seperti Real 

Estate Indonesia (REI) atau organisasi sejenisnya yang bergerak di 

bidang industri perumahan saat akan melakukan perizinan karena 

sampai saat ini masih banyak pengembang yang masih lalai akan izin 

proyek. 

2. Bagi konsumen perumahan, guna meminimalisir kerugian di kemudian hari 

dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Konsumen perlu mengetahui dan re-check reputasi pengembang dari 

rumah yang akan dibelinya, agar terhindar dari penjualan perumahan 

yang fiktif. 

b. Konsumen harus memperhatikan dengan seksama draft perjanjian yang 

diajukan pengembang, mengecek apakah pasal tersebut sudah sesuai 

prosedur hukum dan memperhatikan apa saja hak dan kewajiban dalam 

transaksi jual-beli rumah. 

c. Konsumen juga perlu memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal empat sampai 

dua puluh empat yang mengatur tentang hak & kewajiban, hal-hal yang 

dilarang, dan tanggung jawab ganti kerugian. 
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